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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 
41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib dan untuk mengetahui perspektif  fiqh siyasah terhadap Peraturan 
Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dalam hal ini menganalisa perspektif fiqh siyasah dan menjelaskan tingkat pelaksanaan 
perbup pada Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat dan pembinaan yang 
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, apakah pekon tersebut tertib. 
Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Data primer diperoleh langsung dari responden yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan 
pembinaan pekon dalam penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang 
Pekon Tertib, Peratin, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat pekon Way Empulau Ulu, serta data penunjang 
diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasiPeraturan Bupati Lampung Barat Nomor 
41 tahun 2019 Tentang Pekon Tertib telah berjalan dengan baik sejak disahkan 2 tahun yang lalu 
tetapi menjadi kurang maksimal yang disebabkan antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai ketertiban umum dan ketenteraman, Kegiatan yang dilaksanakan tidak menyentuh langsung 
kepada masyarakat dan aparatur pekon, tidak adanya dana operasional dan sumber daya manusia. 
Pandanganfiqh siyasah terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang 
Pekon Tertib Satpol PP Kabupaten Lampung Barat belum maksimal dalam membina menjalan tugas 
Sultah Tanfiziyyah dan Muraqabah wa Taqwim karena belum adanya pekon yang dapat dinyatakan 
menjadi pekon tertib dan masih ditemukannya pelanggaran atas perbup ini, Prinsip-prinsip umum 
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tanggung jawab pemerintah dan berprinsip adil semua 
dilaksanakan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum di Lampung Barat setiap yang 
melanggar diberikan Pembinaan walaupun tidak semua pekon memenuhi unsur tertib dikarenakan 
oleh faktor-faktor penghambat sehingga tidak maksimalnya pembinaan. 
 
Kata Kunci: Pekon,Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 







                               
                           (95ساء : سورة الن) 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makaKembalikanlah ia kepada  Allah (Al  -
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamubenar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itulebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
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A. Penegasan Judul 
Penelitian yang akan dilakukan adalah berjudul “Implementasi Peraturan Bupati 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh 
Siyasah”Untuk menghindari kesalahan dan memahami judul tersebut, maka perlu adanya penjelasan 
dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini, adapun beberapa istilah yang perlu penulis 
uraikan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Implementasi perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 
tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
1
 
2. Peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi pergub baru diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan  oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
2
 
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur dengan 
tegas tentang ketentraman dan ketertiban umum desa. Dimana tercantum unsur, penilaian dan 
penghargaan untuk desa yang tertib.
3
 
4. Pekon tertib adalah suatu keadaan dinamis dalam lingkungan pekon yang memungkinkan 
pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah pekon serta masyarakat dapat melakukankegiatan 
dengan tenteram, tertib  dan teratur.
4
 
5. Perspektif adalah  konteks sistem dan persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan 




6. Fiqh Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 




Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah suatu 
penelitian secara ilmiah terhadap Paraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Pekon Tertib yang beriisikan aturan dan larangan kepada masyarakat dan yang menjadi objek 
penelitiannya adalah Pekon Way Empulau Ulu dan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
Lampung Barat. 
B. Latar Belakang Masalah. 
Islam merupakan agama yang sempurna dan mengajarkan tentang bagaimana menjalani 
kehidupan dalam segala aspek sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan 
                                                             
1 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),  39. 
2 Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2). 
3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pekon Tertib. 
4 Ibid, Pasal 1 Ayat (7). 
5A Ahmad Sanusi, M. A, Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 81. 




kemudharatan. Termasuk dalam hal  kemestian mentaati Allah dan Rasulullah, dan Uli al-Amr 
(pemegang kekuasaan) yang sudah diatur dalam Al-Qur‟an surat An Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan 
terjemahannya: 
                               
                           : 95)سورة النساء) 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”7 
Maksud dari ulil al-Amr dalam ayat tersebut yakni pemegang kekuasaan seperti para 
pemimpin dan para ilmuan. Apa yang ditetepkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati 
dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan 
apa yang ditetapkan oleh syariat.
8
 
Kemudiaan  taatlah juga pada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan 
juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali bagi manusia dalam kebutuhan 
juga kemaslahatan umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka 
mereka wajib menaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah 
Allah dan sunnah Rasulullah yang mutawatir dan dalam membahas serta menyepakati perkara 
mereka tidak ada pihak yang memaksa. 
Apabila Ahlu „I-Halli wa „I-Aqdi dari kaum mu‟minim telah ber-ijma‟ (sepakat) atasu suatu 
urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, kemudian di 
dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak terpaksa, maka menaatinya adalah wajib.
9
 
Berdasarkan Pasal 12 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan pemerintah Daerah sebagai 
Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi: 
1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota; 
2. Penegakan Perda Kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; 
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.10 
Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
yang menjadi tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan 
perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan 
                                                             
7 Dapartemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2005) 
8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani, 2011),  41. 
9 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), 
119. 
10 Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo, Jurnl 






 Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, 
pemerintah Lampung Barat membentuk Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon 
Tertib. 
Berdasarkan Perbup Lampung Barat No. 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib, terdapat 11 
unsur tertib antaralain: 
1. Tertib pelaksanaan siskamling 
2. Tertib pemanfaataan, angkutan jalan  
3. Tertib saluran hijau, taman kota dan tempat umum 
4. Tertib sungai, situ/danau, dan saluran air 
5. Tertib usaha/ berjualan 
6. Tertib bangunan 
7. Tertib pemilik dan penghuni bangunan 
8. Tertib sosial 
9. Tertib penyelenggaraan kesehatan 
10. Tertib kawasan tanpa rokok 
11. Tertib administrasi 
Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang 
merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, tercapainya 11 ketentraman dan 
ketertiban tersebut hanya dapat terjadi apa bila berjalan dengan efektif, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran pemerintah, pelaksanaan dan 
pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan 
pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Faktanya, Kabupaten Lampung Barat memiliki 131 pekon dimana semua pekon telah 
melaksanakan tetapi tidak ada satupun yang dapat dinyatakan sebagai pekon tertib karena tidak 
memenuhi unsur padahal Satpol PP telah membina 15 pekon termasuk pekon Way Empulau Ulu 
yang masih banyak terdapat pelanggaran akan Peraturan Bupati Lampung Barat No 41 Tahun 2019 
tentang Pekon Tertib disebabkankurangnya pemahaman dan ketidakpatuhan akan Perbup 
ini.Sehingga pengamatan awal peneliti terdapat dugaan  bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak 
membina secara maksimal dalam implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 
2019 tentang pekon tertib. 
Menurut dugaan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti serta menganalisis dalam perspektif 
fiqh siyasah dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ImplementasiPeraturan Bupati 
Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah(Studi di Pekon 
Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)”. 
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon 
TertibPerspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat). 
                                                             




Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pelakasanaan Peraturan Bupati 
Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus dan sub fokus 
permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana ImplementasiPeraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon 
Tertib? 
2. BagaimanaPandanganFiqh SiyasahTerhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat 
Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib? 
E. Tujuan Penelitian 
Ada beberapa tujuan yang mendorong dan memotivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan 
untuk penelitian diantaranya sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui implementasi pekon tertib menurut Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 
41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib. 
b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh SiyasahPeraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 
2019 tentang Pekon Tertib. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, kesadaran masyarakat akan 
kepatuhan dan meningkatnya upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan terhadap 
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Pekon Tertib sehingga akan 
terciptanya masyarakat di pekon yang tertib. 
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk memberikan pengetahuan yang baru. 
b. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) di jurusan Hukum 
Tata Negara (Siyasah Syar‟iyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis menyadari 
bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada kajian penelitian terdahulu yang 
relevan, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya antara lain sebagai berikut: 
Skripsi karya Desi Tamara yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota 
Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas Satpol PP 
yang bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah dan juga menjaga ketertiban umum.
12
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Penelitian karya Riska Destianita yang berjudul upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan  dan gelandangan di Kota Samarinda (studi kasus 
larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis), penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 
pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan belum berjalan secara optimal 
dikarenakan kurangnya kerjasama oleh Dinas-Dinas di Samarinda yang bekerja secara terpisah 




Jurnal ilmiah penelitian karya I Komang Subagiarta yang berjudul “Fungsi Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam penegakan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung”. Dalam penelitian ini 
menjelaskan dalam  penegakan peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung mengalami 
kendala yakni peraturan itu sendiri. Artinya, peraturan polisi pamong praja tidak bisa bertindak 
sepenuhnya dalam penegakan hukum peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung.Hal ini 
karena, Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki fungsi pengendalian dan pembinaan, tetapi tidak 
untuk menindaklanjuti secara hukum. Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan 
peraturan yang berkaitan dengan daerah jalur hijau dan kurangnya personil yang melakukan kegiatan 




Dari beberapa skripsi maupun hasil penelitian diatas maka dapat digambarkan beberapa 
persamaan dan perbedaannya.Persamaan skripsi ini dari hasil-hasil sebelumnya adalah membahas 
salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahannya, yakni variabel Satuan 
Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil sebelumnya adalah 
pada peraturannya, dalam hal ini kajiannya lebih difokuskan membahas mengenai Pembinaan Pekon 
Tertib yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Bupati  Lampung 
Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan sifat 
a. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian ini 
termasuk data penelitian lapangan (field research), Penelitian lapangan yaitu penelitian 
dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondiasi saat ini dari 
subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
15
 Penelitian yang bertujuan untuk 
mempelajarai secara intensif dan mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
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interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.
16
 Dalam hal ini 
menjelaskan tingkat pelaksanaan pekon tertib. 
b. Adapun Sifat Penelitian yang digunakan adalah  deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
menuturkan juga menguraikan data yang telah ada, kemudian dapat memperoleh 
kesimpulan.
17
 Melalui metode deskriptif analisis ini akan digambarkan bagaimana 
pelaksanaan Pekon Tertib perspektif fiqh siyasah. 
2. Data dan Sumber Data 
Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Data primer yaitu data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.
18
 Data diperoleh dari: Satuan 
Polisi Pamong Praja Lampung Barat, Peratin, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Pekon Way 
Empulau Ulu. 
b. Data sekunder yaitu bahan yang berisikan informasi yang menjelaskan dan membahas tentang 
bahan primer. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.
19
 
Antaralain: Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib, buku, jurnal 
hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, ensiklopedia dan lainnya. 
3. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi Penelitian 
Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah 
yang menjadi sasaran penelitian.
20
Dalam hal ini populasinya adalah seluruh Pekon di 
Lampung Barat yang berjumlah 131 Pekon. 
b. Sampel Penelitian 
Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses 
sampling tertentu, jika jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% 15% 
20% dan 25%.
21
Dalam pengambilan sempel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, 
yakni penentuan sempel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 
sempel.
22
Yaitu, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Peratin beserta aparatur Pekon Way 
Empulau Ulu. 
 
4. Tehnik Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan menggunakan analisis isi 
deskriptif studi dokumentasi, yaitu menelusuri berbagai literatur yang mengandung informasi 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
23
 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan 
dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.
24
 Melakukan tanya jawab kepada 
sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden 
melalui kuisioner. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai 
(tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai 
keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Wawancara ditujukan kepada 
informan mengenai masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung 
Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib, yaitu Pejabat Fungsional,Anggota Bidang 
Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat, Peratin,Bidan, Kasi Teknis 
Pembangunan, Bhabinkamtibnas, Babinsa, Kaur Perencaaan, Kasi Teknis Pemberdayaan 
Pekon Way Empulau Ulu. 
b. Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, 
dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran untuk 
menangkap gejala yang diamati.
25
 Dalam hal ini penulis melihat secara  langsung kondisi di 
lapangan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Pekon Tertib. 
c. Dokumentasi 
Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, 
atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang 
berupa catatan, transkip,buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya 
yang ada hubungannya dengan penelitian.
26
Dokumentasi yang penulis gunakan untuk 
memperoleh data tentang pekon tertib di Lampung Barat. 
5. Pengelolahan Data 
a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh 
para pengumpul data. Tujuannya yaitu mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada 
dalam pertanyaan yang telah diselesaikan.
27
 
b. Rekontruksi data (Rekontrucing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis 
sehingga mudah dipahami. 
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c. Sistematika Data (Sistemizing), bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
28
 Dengancara melakukan pengelompokan data yang 
telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
29
 
6. Analisis Data 
Analisa data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah 
diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yakni menggunakan deskriptifyaitu 
mengidentifikasi secara sitematis dan melakukan analisis terhadap fiqh siyasah, peraturan yang  
berkaitan dengan keteritiban dan literatur lainnya yang memuat informasi yang berkaitan dengan 
tema, objek, dan masalah penelitian.
30
Kesimpulan akhir menggunakan tehnik berfikir deduktif 
yaitu, metode yang bersifat umum kemudian dari kata yang bersifat umum tersebut ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus.
31
 
I. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk di 
pahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana 
setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran 
sistematikannya adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN memaparkan latar belakang masalah, pengambilan masalah yang 
akan dijadikan fokus dan sub fokus utama dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 
dilakukan penelitin, manfaat penelitian yang dilakukan,tinjauan pustaka atau penelitain terdahulu, 
metode yang dilakukan dalam penelitian ini dan sistematika penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI memaparkan teori tentang  fiqh siyasah, Kebijakan Pemerintah 
Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja, dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pekon Tertib 
serta penegakkannya. 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang 
dilakukan,gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan 
yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun. 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan hasil analisis data penelitian dan temuan 
yang dilakukan peneliti. 
BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran-
saran untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya yang berminat. 
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A. Fiqh Siyasah  
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyasi.Kata fiqh secara 
bahasa bermakna faham.Menurut istilah,fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 
bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil lebih terperinci.
32
 Kata fiqh mempunyai arti 
paham atau memahami seperti dalam firman Allah: 
                      
    )  59د: سورة ىو) 
Artinya: “Mereka berkata: “Hai, Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu 
katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah  di 
antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, 
sedang kamupun bukanlah seorang uang berwibawa di sisi kami.” (Q.S Hud 11:91). 
Fiqh juga bermakna ilmu sebagaimana firman Allah: 
                       
               ( 911التوبة: سورة) 
Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya 
apabila merkea telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(Q.s 
at-Taubah(9):122).33 
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Dari ayat diatas, tampak jelas bahwasanya pengertian fiqh lebih mengarah pada suatu ilmu 
pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara 
dalam kajian ushul fiqh,fiqh adalah “pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang sifatnya 
amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci”.Pengertian ini menunjukkan bahwasanya 
Fiqh adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil 
tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung 
di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah.
34
 
Dalam kutipan Amir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmizi menyebut “fiqh tentang 
sesuatu” yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kedalamannya.
35
Sudah 
diungkapkan sebanyak 20 kali kata “Fuqaha” dalam Al-Qur‟an, 19 diantaranya digunakan untuk 
pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.Berbeda dengan ilmu yang 
telah berbentuk pasti (qath‟i), fiqh merupakan “ilmu” mengenai hukum yang tidak pasti (zanni).
36
 
Sedangkan kata siyasah berasal dari kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.37Secara 
etimologis (bahasa) kata siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya 
“mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan 
kebijaksanaan.
38
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 




Dilihat dari segi terminologi (istilah) siyasah  ialah seluruh perilaku yang mengantarkan 
manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak 
menentukannya dan (bahkan) Allah SWTtidak menentukannya. Adapun kata siyasah disini 
terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum islam antara lain yaitu:
40
 




b. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-




c. Menurut Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga 
pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.
43
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d. Menurut Husayn Fawzi al-Najjar, siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 




e. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia 
dekat dengan kemaslahatan dan terhindardari kebiasaan. Meskipun perbuatan tersebut tidak 
ditetapkan oleh Allah SWT.
45
 
Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama islam dikelompokkan ke 
dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraamn dalam Islam fiqh siyasah 
membicarakan antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa 
dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang 




Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu 
yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 




2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat.Perbedaan ini 
terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup fiqh siyasah. Seperti Imam al-Mawardi 
ahli Fiqh Mazhab Syafi‟i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah,dalam kitab fiqh 
siyasahnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyyah yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke 
dalam lima bagian antara lain: politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), politik moneter 
(Siyasah Maliyah), politik peradilan (Siyasah Qala‟iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyah) 
dan politik admnistrasi (Siyasah „Idariyah).48 
Sedangkan menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam delapan 
bagian, diantaranya: 
a. Siyasah Dusturiyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan 
b. Siyasah Tasri‟iyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum 
c. Siyasah Qadaiyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan 
d. Siyasah Maliyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter 
e. Siyasah Idariyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan  admnistrasi Negara 
f. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Khariyyah Shar‟iyyah yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri 
atau internasional 
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g. Siyasah Harbiyah Shar‟iyyah yaitu politik peperangan 
h. Siyasah Tanfidziyyah Shar‟iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang.49 
Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasahal-Syar‟iyyah, 
ruang lingkup fiqh siyasah terbagi atas tempat bagian yaitu Siyasah Qala‟iyah (peradilan), 
Siyasah „Idariyyah (administrasi Negara), Siyasah Maliyyah (politik moneter) Siyasah Dauliyah/ 
Siyasah Kharijiyyah (hubungan Internasional). 
Menurut Abd al-Wahab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tida bidang kajian 
dalam ruang lingkup fiqh siyasah, yaitu siyasah Qadla‟iyyah (peradilan), Siyasah Dauliyyah  
(hubungan internasional), Siyasah Maliyyah (keuangan negara).50 
Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang disiplin ilmu fiqh yang memiliki sumber-
sumber kajian yang dapat dijadikan pedoman umat manusia. Secara umum sumber fiqh siyasah 
terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. 
Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah  kepada tiga bagian, yaitu Al-
Qur‟an dan Sunnah, serta sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan Sunnah, serta sumber-
sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.
51
 Hal ini sejalan dengan 
perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 
bersangkutan yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi studi yang dinamis, antisiparasif, dan 
respondif terhadap perkembangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan beberapa pembagian 
ruang lingkup fiqh siyasah di atas maka dapat diketahui dalam pembahasan skripsi ini masuk 
dalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah. 
B. Siyasah Dusturiyah 
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu 
sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat dilihat di pembahasan di atas, sedangkan dusturiyah 
adalah undang-undang atau peraturan.Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala 
negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
52
Menurut 
istilah, dustur artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 
sesama anggota msyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) dan yang tidak 
tertulis (konvensi). 
Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuti Palungan definisi dari Siyasah Dusturiyah 
adalah hal yang mengatur warga negaranya.Hal ini berarti kepala negara atau pemerintahan 
dalam mengatur warga negaranya.Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting 
dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dalam suatu negara, yaitu 
keharmonisan antara warga negara dengan kepala negara.
53
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Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu 
pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 
dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian 




Di dalam pembahasan Syari'ah digunaan istilah fiqh dusturiy, yang dimaksud dengan 
dusturiy, adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di 
dalam perundang-undangan, peraturn-peraturannya dan adat isti adatnya. Abu A'laal-Maududi 
menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi 
landasan pengaturan suatu negara.
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Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh Siyasah yang membahas masalah 
perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu 
mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-
hukum syari'at yang di sebutkan dalam Al-Qur'andan yang di jelaskan sunnah Nabi, baik 
mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam macam hubungan yang 
lain.
56
Baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, maqashid syari'ah, dan semangat ajaran 
Islam di dalam masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, 
karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 
Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 
dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
57
 
Fiqh siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 
Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari 
dua hal pokok; pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadits, maqasid 
syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 
bagaimanapun perubahan masyarakat.Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator 
di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 
situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
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Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah: 
1.  Al-sulthah Al-Tasyri‟iyah 
Al-sulthah al-tasyri‟iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah 
Islam dalam membuat dan menetepakna hukum. Istilah Al-sulthah al-tasyri‟iyah digunakan 
untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islama dalam 
mengatur masalah kenegaraann yang meliputi persoalan ahlul halli wa al-aqdi, hubungan 
                                                             
54 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 48. 
55Imam Amrusi Jailani, et. al. Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014),  22. 
56 Ibid   
57Ahmad Djajuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2003), 47-48. 




muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-
undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.Unsur-unsur dalam Al-sulthah al-
tasyri‟iyah adalah: 
a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan 
diberlakukan dalam masyarakat islam. 
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari‟at Islam.59 
Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang 
ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur‟an dan Sunnah. Kedua, melakukan 
penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. 
Mereka melakuakn ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka 
berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan 
menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu 
mempertimbangkan situasi dengan spirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. 
Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan 
peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat 
peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang 
mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan 
peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta intens meninjau 
kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus 
berkembang. 
Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan 
pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran 




2. Al-sulthah al-tanfidziyyah 
Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi imamah, 
bai‟ah, wizarah, dan waaliu al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam 
dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.Dalam 
ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem Presidensial seperti Indonesia 
hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk 
menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan 
manfaat demi kemaslahatan umat.Berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah, umat Islam 
diperintahlan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa 
lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. 
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Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang Negara memiliki 
kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 
dirumuskan tersebut.Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 
dengan urusan dalam negerri maupun yang menyangkut dengan hubunfan antar negara 
(hubungan internasional). 
3. Al-sulthah Al-Qadha‟iyyah 
Al-sulthah al-qadha‟iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan 
dengan tegas untuk wawenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik 
permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang 
berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya 
undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi 
konstitusi suatu negara. 
Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin 
terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum 
kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap 
negara tersebut. Penetapan syari‟at Islam bertujuan untuk meciptakan kemaslahatan.Dalam 
penerapan syari‟at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya.Karena tanpa lembaga 
tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.Lembaga tersebut juga harus paham terkait 
dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu 
perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.
61
 
Tugas Al-sulthah al-qadha‟iyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-
undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini 
biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 
pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha 
(lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata 
maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan 
politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 
pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan 
pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
62
 
4. Siyasah Idhariyyah 
Pembahasan terkait dengan siyasahini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi 
dan kepegawaian.Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang 
pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan oleh: 
a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak 
mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah 
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perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk 
menjalankan pemerintah.
63
Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan 
penyelidikan kepada hal-hal praktis. 
b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah 
dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang 
disusun dan digunakan sebagai alat negara. 
c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret 
adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh 
kepala negara (imam).
64 
d. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh 
umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis 
sekali apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala 
negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.
65 
e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai 
tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.
66
 
2. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah 
Al-Qur‟an merupakan dasar yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam 




a. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT 
Al-Qur‟an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak hanya ditunjukan kepada 
Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti segala kebijakannya. Ketaatan 
kepada Allah merupakan ketaatan yang utama kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan 
akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri 
tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. 
b. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan dalam manusia yaitu rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-
undang Allag yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya, seperti dijelaskan dalam surat 
An-Nisa ayat 58: 
                        
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              ) 95النساء: سورة ) 
Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya 
kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. 
 
c. Prinsip Persamaan (Musawah) 
Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang 
warna kulit, suku bahasa dan bangsa. Dijelaskan dalam suray Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT 
berfirman: 
                    (91حجرات:ال سورة) 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
mendapat rahmat.” 
d. Prinsip Musyawarah 
Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara merupakan tolak ukur dari 
dilaksanakan sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim 
kebenaran sendiri. Seperti dalam Al-Qur‟an surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman: 
                       
 (83الثورئ: سورة)
Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
Melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada 
mereka”. 
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Kepala Daerah 
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsru penyelenggara pemerintah daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Dapat diartikan bahwa kepala daerah merupakan pemerintah di daerah yang berkaitan dengan 
kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan 
otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintah di 
daerah yang meliputi Kepala Daerah adalah Gubenur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala 
Daerah Kabupaten), atau Wali Kota (Kepala Daerah Kota). 
Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh 
pemerintah.Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai 
penyelenggara negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian.Pertama pemerintah 
dalam arti luas (in the broad sense) kedua, pemerintah dalam arti sempit (in the narrow 
                                                             




sense).Dalam arti luas pemerintah mencangkup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering 
juga lembaga-lembaga negara.Dalam trias politika dikenal dengan tiga lembaga negara, yaitu 
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.Pemerintah dalam arti luas mencangkup ketiga 




2. Tugas dan Wawenang kewajiban Kepala Daerah 
Pemerintah Daerah Dalam menjalankan roda pemerintahan gubenur, bupati, wali kota 
memiliki kewajiban mengatur tugas dan wawenang guna menjalankan tata tertib dan 
terselenggaranya pemerintahan daerah di antaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga 
pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang kemudia ditetapkan kebijakan bersama DPRD. 
Tugas dan wawenang serta kewajiban kepala daerah telah disebutkan dalam Paragraf 
ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dalam pasal 65 yang 
menjelaskan kepala daerah mempunya tugas dan wawenang: 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang 
RPJMD kepada DPRD untuk dibahaas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada DPRD untuk dibahas bersama. 
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk 
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang: 
a. Mengajukan rancangan perda 
b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 
c. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah 
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah 
dan/atau masyarakat dan 
e. Melaksanakan wawenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melaksanakan tugas dan 
kewenangannya yang dimiliki seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) diatas. Dalam hal 
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ini kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau  berhalangan sementara di gantikan wakil 
kepala daetah dalam melaksanakan tugas dan wawenang kepala daerah. 
3. Penetapan dan Kedudukan Peraturan Kepala Daerah 
Dalam hal penetapannya, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, 
sebagai berikut: 
a. Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, 
harus diumumkan dalam berita daerah. 
b. Berita daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan penertiban resmi pemerintah 
daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dam keputusan kepala daerah tertentu 
c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuam peraturan 
kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat. 
Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Keputusan Kepala 
Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan Kepala Daerah bertujun untuk memperjelas 
bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang 
bersifat in abstracto). Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala 
daerah yang bersifat inkoncrito  (keputusan berkenaan objek tertentu atau tidak bersifat mengatur 
secara umum). 
Untuk melaksanakan suatu Perda, kepala daerah berdasarkan kuasa undang-undang, 
menetapkan Peraturan Kepala Daerah, sama halnya dengan Perda, Peraturan Kepala Daerah juga 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Peraturan Kepala Daerah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan 
dengan dimuat dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah. 
D. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pekon Tertib 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang 
peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat di lingkunagn pekon. 
Maksud dibentuknya pekon tertib dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 
anatara lain: 
a. Sarana edukatif di bidang ketentraman dan ketertiban; 
b. Sarana pengembangan kemandirian dan perilaku masyarakat dan menjaga ketentraman dan 
ketertiban; 
c. Sarana pelaksanaan ketertiban di pekon yang berbasis masyarakat; dan 
d. Sarana percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah dibidang ketentraaman dan 
ketertiban. 
Pasal 4 menjelaskan bahwa bagi pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib diberikan 
penghargaan. Unsur sebagai pekon tertib Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 
tentang pekon tertib meliputi: 




1. Tersedianya sarana poskamling; dan 
2. Terlaksananya kegiatan siskamling 
b. Tertib pemanfaatan dan angkutan jalan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tertib pemanfaatan jalan dengan tidak menggunakan jalan, bahu jalan dan drainase untuk 
kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan 
2. Warga dan pemilik angkutan jalan telah memperhatikan tentang keselamatan dan aturan 
lalulintas 
c. Tertib saluran hijau, taman kota dan tempat umum dengan indikator sebagai berikut: 
1. Memelihara jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan 
2. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu jalur hijau, taman 
kota dan tempat umum. 
d. Tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak membuang sampah di sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase; dan 
2. Tidak menangkap ikan menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan beracun. 
e. Tertib usaha/berjualan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan; dan 
2. Tidak berjualan atau menyediakan barang-barang yang bersifat pornografi; dan 
3. Tidak menjual minuman keras tanpa izin 
f. Tertib bangunan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak mendirikan bangunan di tempat-tempat yang dilarang untuk mendirikan bangunan; dan 
2. Mendirikan bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB). 
g. Tertib pemilik dan penghuni bangunan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Pemilik bangunan telah memelihara bangunan dan halamannua sehingga tidak mengganggu 
ketertiban umum; dan 
2. Pemilik bangunan telah memberikan penerangan di depan bangunannya. 
h. Tertib sosial dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak terdapat kegiatan prostitusi di lingkungannya; dan 
2. Tidak terdapat kegiatan perjudian dan minuman beralkohol. 
i. Tertib penyelenggaraan kesehatan dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak terdapat praktek pengobatan tanpa izin dilingkungannya; dan 
2. Tidak terdapat jasa pengobatan tradisonal tanpa izin dilingkungannya. 
j. Tertib kawasan tanpa rokok dengan indikator sebagai berikut: 
1. Tidak merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawassan tanpa rokok; dan 
2. Telah memasang larangan merokok di tempat-tempat umum. 
k. Tertib administrasi dengan indikator sebagai berikut: 
1. Adanya data linmas 
2. Adanya data tentang pelanggaran peraturan daerah; dan 




Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 mengatur megenai tim penilai 
bahwa: 
(1) Dalam pelaksanaan penilaian pekon tertib dibentuk tim penilai. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: 
a. Satuan Polisi Pamong Praja 
b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon 
d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 
e. Dinas Kesehatan 
f. Dinas Lingkungan Hidup 
g. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja: dan 
h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunya tugas: 
a. Melaksanakan koordinasi mengenai teknis penetapan pekon tertib 
b. Melaksanakan pembinaan pekon tertib 
c. Melaksanakan penilaian pekon tertib, dan 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala satuan pamong praja. 
(4) Tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati 
Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pengaturan pekon 
tertib dalam hal penetapan pekon tertib, pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib 
sebagaimana dimakssud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan bupati. 
Pasal 7  Mengatur jangka watu penghargaan sebagai pekon tertib sebagaimana diatur 
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019, penghargaan Pekon Tertib diberikan 
untuk jangka waktu (tiga) tahun. 
Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 yang mengatur dalam hal 
pembinaan, bahwa pembinaan Pekon Tertib dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait. 
Pasal 9 peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang pengaturan pekon 
tertib berisi tentang pembiayaan, dalam pembiayaan pelaksanaan Pekon Tertib dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon serta 
sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat 
Pasal 10 Pearturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019 menjelaskan ketentuan 
penutup bahwa: 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
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